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PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Angka kematian bayi dan ibu (AKB dan AKI) yang masih tinggi dalam 3 dasa warsa 

terakhir menempatkan profesi bidan menjadi salah satu kebijakan sentral di Indonesia.1,2,3 

Bidan ditempatkan di seluruh pelosok Indonesia dengan pola kontrak agar mau bekerja di 

daerah4 dan di daerah terpencil.1,5 Selain sebagai penolong persalinan normal, peran bidan 

ada banyak dan bahkan menyangkut pemberian konseling bagi penduduk yang masih ragu 

untuk berkunjung ke tempat profesional,5,6 sehingga bidan dituntut untuk memahami masalah-

masalah budaya penduduk setempat agar mau berpartisipasi mengatasi masalah mereka sendiri 

dan bagaimana kolaborasi sesama bidan agar ibu hamil memperoleh manfaat maksimal dari 

program puskesmas. Meskipun demikian, implementasi program bidan di seluruh pelosok 

Indonesia memiliki tantangan yang tidak sedikit.  

Sikap diam demi menjaga harmoni yang menjadi kebiasaan perempuan Asia, 

menyebabkan isu kekerasan yang dialami dalam pelayanan kesehatan maternal tidak banyak 

dilaporkan dan dikaji. 7 Sistem pelayanan kesehatan yang memberi peluang untuk melakukan 

tindakan diluar kewenangan, adalah godaan bagi ketaatan terhadap etika profesi. Praktik tidak 

manusiawi oleh bidan dilatarbelakangi pengalaman saat pendidikan, hubungan kolegial serta 

keinginan untuk menunjukkan jati diri dan eksistensi profesi.8,9,10 Penelitian yang dilakukan 

oleh Hardee K, dkk (2012) menunjukkan praktik tidak manusiawi menyebabkan morbiditas 

dan mortalitas.11 Pengabaian keselamatan pasien, tindakan diluar kewenangan demi 

kepentingan pribadi, adalah perlakuan tidak manusiawi dalam praktik kebidanan yang 

sebenarnya selama ini terjadi di Indonesia, namun jarang ditulis. 

 

B. TUJUAN 

mencoba mengungkap kejadian tidak manusiawi dan mengidentifikasi kegagalan 

pemenuhan hak kesehatan ibu dengan mengambil informasi yang bersumber dari media online 

dan mengeksplorasi alasan-alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi. 

 

 

 



ANALISIS MASALAH 

 

Kasus 1: Aborsi di Luar Kewenangan dan Motif Keuangan Bidan DSB dan NN alias Na, 

ibu muda yang sedang hamil 5 bulan, menjadi tersangka dalam kasus aborsi. NN melakukan 

aborsi di klinik bersalin milik DSB. Berdasarkan pengakuan NN, aborsi dilakukan karena janin 

yang dikandungnya tidak berkembang dan denyutnya tidak terekam. NN datang ke klinik bidan 

bersama ibunya, pada tanggal 17 Januari 2016. Bidan DSB melakukan pemeriksaan dan 

menyimpulkan bahwa janin dalam kandungan NN harus dikeluarkan karena sudah mati. NN 

diberi obat untuk menggugurkan kandungannya, dan harus membayar biaya tindakan aborsi 

dan perawatan sebesar 10 juta rupiah. Kasus aborsi di klinik bidan DSB, diketahui pihak 

kepolisian akibat laporan warga setempat yang mencurigai perubahan fisik NN. Hasil 

penyelidikan polisi menunjukkan kecurigaan bahwa klinik tersebut tidak memiliki ijin dari 

dinas kesehatan setempat. Bidan DSB memiliki dua klinik di wilayah tersebut. Berdasarkan 

keterangan saksi, praktik aborsi sering dilakukan di Bonipoi,” kata Didik, Senin (25/1/2016). 

 Namun, menurut Didik, setelah pihaknya mendapati dua kuburan janin di klinik milik 

bidan DSB di Pasir Panjang, maka tidak tertutup kemungkinan klinik ini juga dijadikan tempat 

aborsi. NN dan keluarga menunjukkan kepercayaan terhadap pelayanan bidan, sehingga 

melakukan pengambilan keputusan tanpa mengutamakan isu keselamatan. Bidan DSB 

mengabaikan keselamatan klien dan melakukan tindakan diluar kewenangan, demi keuntungan 

pribadi. Kepercayaan ibu mendorong bidan melakukan tindakan diluar kewenangan dan 

mendapatkan keuntungan pribadi. Masyarakat telah mengetahui bahwa aborsi adalah tindakan 

ilegal. Kecurigaan masyarakat menyebabkan kasus ini terbongkar ke ranah publik. Keberanian 

masyarakat menyuarakan pengabaian keselamatan ibu oleh bidan, terjadi karena aborsi telah 

dipahami sebagai tindakan melawan hukum.  

Praktik aborsiitu, lanjut Didik, terbongkar setelah polisi mendapatkan informasi dari 

masyarakat yang curiga akan perut N yang tiba-tiba mengecil Masyarakat tidak semua 

memahami batas kewenangan dan etika profesi bidan. Kecurigaan telah terjadi pelanggaran 

hukum, menyebabkan kasus ini dilaporkan ke polisi. “Ada dua tempat praktik milik bidan DSB 

yang memiliki izin yakni di Kelurahan Pasir Panjang, sedangkan di Kelurahan Bonipoi itu tidak 

memiliki izin. 

 



KESIMPULAN  

 

Kepercayaan sosial dan ketergantungan penuh wanita pada bidan menjadi suatu kondisi 

yang dapat berkontribusi dalam pengabaian hak asasi manusia dan keselamatan dalam proses 

pencarian dan pertolongan persalinan, tindakan di luar otoritas profesional, dan pencarian 

keuntungan dalam praktik pribadi petugas kesehatan. Pekerja profesional dan pendidik dalam 

kesehatan maternal dan kebidanan harus menemukan cara untuk Jurnal Penelitian dan 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan, memasukkan penerapan hak asasi manusia dalam 

praktik kebidanan berdasarkan kasus-kasus dari berita online dalam pertemuan continuing 

education dan seminar berkala asosiasi profesional, serta dalam kurikulum pendidikan 

kebidanan. Tindakan ini akan membantu mencegah dampak buruk dari pengabaian hak asasi 

dan konsekuensinya yang buruk pada ibu-ibu bersalin di masa depan. 
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